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Implementasi  Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 
Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan 

 
Atika Suri Masyita Daulay 

1603100019 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pengawasan Pelayanan 
Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu 
jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, 
wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa dalam Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 
Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan sudah terimplementasi namun belum 
berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kerjasama yang 
dilakukan dan sumberdaya manusia dalam peningkatan partisipsi masyarakat untuk 
melaporkan adanya dugaan maladministrasi karena masyarakat masih ada yang belum 
mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman. Namun, tindakan-tindakan Ombudsman dan 
Dinas Sosial dalam menangani kebijakan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan telah 
didelegasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Dari aspek 
pelaksanaan pengawasan pelayanan Ombudsman menerima laporan masyarakat sesuai 
dengan kewenangan, kerjasama yang dilakukan antar lembaga, serta sistem dan prosedur 
yang dilakukan sesuai dengan Undang – Undang. Pengaruh pelaksanaan yang didapatkan 
masyarakat dan seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota  belum berjalan secara 
maksimal dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi 
Ombudsman. Sementara Ombudsman sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam 
melaporkan dugaan maladministrasi  untuk menjalankan tugas dan fungsi Ombudsman. 

Kata Kunci: Pengawasan, Pelayanan, Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah pelayanan publik adalah masalah yang tidak dapat dipandang 

sebelah mata di negeri ini, sebab tugas maupun kewajiban utama dari Pemerintah 

baik pusat maupun daerah adalah untuk melayani publik (masyarakat). Menurut 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan 

publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 

hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang 

terkait dengan kepentingan publik. 

 Di Indonesia pelayanan publik sampai saat ini belum cukup memuaskan 

bagi masyarakat dan masih belum memenuhi standart pelayanan publik. Berbagai 

macam permasalahan buruknya pelayanan publik seperti: rendahnya kualitas 

pelayanan publik, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan birokrasi yang panjang. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil survei menyebutkan sebanyak 57 persen kementerian dan 

lembaga yang ada di Indonesia berada pada zona kuning atau memiliki tingkat 

kepatuhan sedang dan 8 persen berada pada zona merah atau memiliki tingkat 

kepatuhan rendah. Sedang kementerian dan lembaga yang berada pada zona hijau 

atau memiliki tingkat kepatuhan tinggi hanya 35 persen. 
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Sejalan dengan semangat reformasi yang bertujuan menata kembali peri-

kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah telah melakukan perubahan-

perubahan mendasar dalam sistem ketatanegraan dan sistem pemerintahan 

Republik Indonesia. Perubahan dilakukan antara lain dengan membentuk 

lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baru, salah satu 

diantaranya adalah Komisi Ombudsman atau yang lazim disebut Ombudsman 

Nasional. 

Melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2000 Komisi Ombudsman Nasional 

hadir sebagai manifestasi konkret bahwa rakyat juga berhak mendapatkan 

perlakuan secara prioritas dalam hal pelayanan publik. Tugas pokoknya adalah 

melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan umum oleh penyelenggara 

negara.Untuk mempertegas eksistensinya maka dikeluarkanlah Undang-Undang 

Nomor37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan 

demikian, maka keberadaan Ombudsman Nasional tersebut dalam sistem 

pemerintahan negara adalah sebagai lembaga yang membantu menciptakan dan 

meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek 

maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotismesesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman RepublikIndonesia. 

Pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2018 berbunyi : 

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat 

maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik 
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Negara, Badan Usaha Milik Daerah,dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu.Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara 

bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 

instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 

bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Yang sudah dilakukan ombudsman 

dalam pengawasan pelayanan publik dengan menerima laporan masyarakat 

mengenai maaladministrasi dan melakukan mediasi terhadap pelapor, apabila 

bukti dan berkas sudah terlengkapi maka Ombudsman akan  memberitahukan 

secara tertulis kepada Pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

hasil pemeriksaan ditanda tangani oleh Ketua Ombudsman. Pemberitahuan 

tersebut dapat memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporannya 

kepada instansi lain yang berwenang. 

Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayan publik belum 

terlaksana secara efektif dan efisien, dikarenakan minimnya sumberdaya manusia 

dan luasnya jangkauan daerah pengawasan. Untuk memperlancar tugas 

pengawasan di daerah, maka Ombudsman Republik Indonesia dapat membentuk 

Perwakilan Ombudsman di daerah provinsi, Kabupaten/Kota yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Cara Ombudsman melakukan pengawasan pelayanan publik, yaitu : 

a.menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; b.melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
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c.menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman; d.melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e.melakukan 

koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan 

lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f.membangun jaringan 

kerja; g.melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; h.melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Salah satu Ombudsman Republik Indonesia ada di Sumatera Utara. 

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara memiliki program 

yaitu mengajak masyarakat berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan program tersebut diharapkan 

masyarakat dapat memudahkan Ombudsman dalam menjalankan tugasnya.  

Oleh sebab itu masyarakat diberi kesempatan untuk melaporkan pihak 

yang menyalahgunaakan wewenang atau melakukan maladministrasi. Data 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pada tahun 2014 ada 

161 laporan masyarakat, pada tahun 2015 ada 177 laporan masyarakat, pada tahun 

2016 ada 282 laporan masyarakat dan pada tahun 2017 ada 258 laporan 

masyarakat. Dari jumlah ini, pelayanan pemerintah daerah paling banyak 

diadukan, yakni 878 laporan.(Sumber: Ombudsman Republik  Indonesia 

Perwakilan Sumatera Utara) 

Dinas Sosial Kota Medan memiliki beberapa pelayanan publik seperti : 

pelayanan progragram keluarga harapan, pelayanan rehabilitas penyandang 
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disabilitas, pelayanan rehabilitas sosial tuna sosial ( korban HIV/AIDS, 

WARIA,EKS Narapidana dan lain-lain) serta pelayanan Penerima Bantuan Iuran 

BPJS Kesehatan  dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tentang 

Pelayanan Publik pada Pasal 20 menyebutkan : 1) Penyelenggara berkewajiban 

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;2) 

Dalarn menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait; 3) 

Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1); 4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, 

terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 

rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan ke beragaman; 5) Penyusunan 

standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Pelayanan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas 

Sosial dibidang Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Dalam Peraturan Walikota Medan 

Nomor 35 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 2 bagian e menyebutkan : penyusunan bahan 

verifikasi  dan fasilitasi penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia 

Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sehat (KKS), dan Kartu Perlindungan Sosial (KKS). 

Adapun syarat untuk menjadi PBI Jaminan Kesehatan tercantum dalam 

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri SosialNomor 21 Tahun 2019, yakni: PBI 

merupakan penduduk WNI, memiliki NIK yang terdaftar di Direktorat Jenderal 
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yang menangani bidang kependudukan dan catatan sipil, dan terdaftar dalam data 

terpadu kesejahteraan sosial. Dan pasal 5 ayat 2 menyebutkan : Untuk peserta 

jaminan kesehatan pada segemen lain yang terdapat dalam berkas induk BPJS 

Kesehatan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan 

dapat dimutasi menjadi peserta PBI jika memenuhi persyaratan. 

Prosedur yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan dari Dinas 

Sosial. 1) peserta melaporkan data diri dan anggota keluarganya ke Dinas Sosial 

dengan membawa Data Kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga) serta Kartu 

Indonesia Sehat (KIS); 2), Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan validasi 

data untuk memastikan peserta telah memenuhi kriteria fakir miskin dan tidak 

mampu. 

Dari pemaparan diatas pengawasan yang dilakukan Ombudsman 

Perwakilan Sumatera  dalam pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota 

Medan belummemenuhi standar pelayanan sesuai yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini dibuktikan dari laporan masyarakat 

mengenai adanya dugaan maladministrasi dalam  pelayanan publik yang ada di 

Dinas Sosial Kota Medan. Seperti data yang diperoleh oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Medan, pada 2019 Pemerintah Kota Medan telah 

menyediakan sebanyak 75.000 Kartu PBI BPJS bagi warga miskin dan kurang 

mampu di Kota Medan. Namun, berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial dan 

Menteri Kesehatan tentang pendaftaran peserta PBI pada tahun 2019 terdapat 

16.018 peserta PBI Kota Medan yang dinonaktifkan, dengan alasan tidak 

memenuhi kententuan syarat dalam pembuatan Kartu Penerima Bantuan Iuran 
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BPJS kesehatan. Artinya ada 21,3% tidak memenuhi syarat. Hal ini karena 

ketidaksesuaian data sehingga terjadi pengurangan PBI BPJS, diduga karena 

belum memenuhi strandar pelayanan publik dan tidak mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaran kebutuhan pelayanan publik di Dinas Sosial. 

Oleh sebab itu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara harus 

maksimalkan pengawasan pelayanan publik agar masyarakat menikmati 

pelayanan publik di Dinas Sosial. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik memilih judul dalam 

penulisan ini yaitu : “Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Oleh 

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan”. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Ruang 

lingkup hanya meliputi pelaksanaan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Sumatera Utara dalam penerima Kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI) 

BPJS Kesehatan di Dinas Sosial Kota Medan. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagaimana Implementasi 

Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di 

Dinas Sosial Kota Medan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi 

Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di 

Dinas Sosial Kota Medan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 

Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. 

b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 

c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar 

dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sitematis, maka 

dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab 

yang lainnya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian 

implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, 

pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi 

kebijkan publik, pengertian pengawasan, pengertian pelayanan 

publik. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka 

konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian. 
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BAB II 

Uraian Teoritis 

2.1 Implementasi  

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Wahab (2008:65), menjelaskan makna implementasi ini dengan 

mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakanberlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang 

timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang 

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Implementasi menurut Metter dan Horn (1975:447), Implementasi adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.Meter 

dan Horn mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yakni: a. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar 

dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila 

standar dan sasaran kebijakan kabur; b. Sumberdaya, dimana implementasi 

kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya non manusia; c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak 

program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan 

instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi 
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keberhasilan suatu program; d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup 

stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program; e. 

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi 

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh 

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, 

bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik 

mendukung implementasi kebijakan; f. Disposisi implementor yang mencakup 

tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan 

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu 

pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi 

nilai yang dimiliki oleh implementor. 

 

Implementasi adalah proses mentransformasi suatu rencana ke dalam 

praktik dimana sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan 

politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

mempengaruhinya untuk mencapai suatu sasaran strategi. ( Wijaya 

&Supardo,2006:81).  

Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha 

untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional 

serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang 
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telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan 

upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan.Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan 

keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. Tahapan 

pengesahan peraturan perundangan; b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi 

pelaksana; c. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;  d. 

Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; e. Dampak 

keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; f. Upaya perbaikan 

atas kebijakan atau peraturan perundangan.  

Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, 

tindakan, atau adanya mekanisme suatu system implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu 

rangkaian program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta untuk 

mencapai tujuan dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati 

bersama. 

 

2.2 Kebijakan  

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

 Abidin (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu. kebijakan 

dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa 

elemen, yaitu : 
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a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan 

kebijakan itu, dimana tujuan suatau kebijakan dianggap baik apabila 

tujuannya : 1). Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh 

akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang 

tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor 

pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional; 2). Diinginkan 

(desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang 

banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak; 3). Asumsi yang 

dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak 

mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan; 

4). Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu 

kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak 

benar atau sudah kadaluarsa. 

Federick (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan ( keseulitan-

kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan 

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  Pendapat ini juga menunjukan 

bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan 

merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa 

yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 
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Wahab (2001:8) megemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk 

melakukan sesuatu. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-

50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a). Kebijakan harus 

dibedakan dari keputusan; b). Kebijakan sebenarnya tidak serta dapat dibedakan 

dari administrasi; c). Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; d). 

Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; e). Kebijakan 

biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; f). Setiap kebijakan memiliki 

tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implist; g). Kebijakan muncul 

dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; h). Kebijakan meliputi 

hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra 

organisasi; i). Kejadian public meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga; j). kebijakan itu dirumuskan atau definisi secara subyektif.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 

serangkaian tindakan yang saling berhubungan yang dibuat untuk menyelesaikan 

hambatan-hambatan yang terjadi didalam suatu lingkungan dan harus dikerjakan 

bukan hanya sekedar diusulkan. 

 

2.3 Kebijakan Publik 

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik 

 Dye(2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapaun yang 

dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini 

menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” 
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dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik 

semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga 

merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama 

dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

 Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk 

memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan 

bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara 

terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang 

beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan secara luas. 

 Dun (2000:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang 

kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk 

keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah, pemahaman bahwa pola ketergantungan yang komplek menyangkut 

pada bidang-bidang tugas pemerintah, keamanan, pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan masyarakat dan lain-lain 

Easton(2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the 

autorative allocation of values for the whole society”.Definisi ini menegaskan 

bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara resmi 

dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk 
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pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke 

dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik 

yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai 

tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka 

diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta 

mengikat sebagian besar anggota masyarakatselama waktu tertentu. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan 

serangkaian tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

untuk memecahkan  masalah- masalah yang ada di publik maupun pemerintah. 

 

2.4  Implementasi Kebijakan 

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 

 Wibawa (1994:29) implementasi kebijakanmerupakan pengejawatan 

keputusan mengenai kebijakan yang mendasar,biasanya tertuang dalam suatu 

undang-undang, namun juga dapat berbentukinstruksi-instruksi eksekutif yang 

penting atau keputusan perundangan.Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

berkaitan erat denganbeberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat 

kebijakan, komitmendengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan 

prilaku sasaran.Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisadikatakan 

sebagaisebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya 

dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil 

untukmencapai tujuan kebijakan. 
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 Menurut Lester dan Stewart(2008: 196) mengatakan bahwa: Implementasi 

kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan 

menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan 

sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai 

tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. 

 Menurut Bressman dan Wildansky (2008: 198) menyatakan bahwa: 

Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat 

tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan 

merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi 

ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap 

implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai 

tujuanyang diinginkan. 

 Menurut Mazmanian dan Sabatier (2008: 196) menjelaskan bahwa: 

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan.Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah-masalah 

yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya. 
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Sementara Wahab (2001:65) mengatakan bahwa implementasi kebijakan 

dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-

keputusan kebijaksanaan sebelumnya.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

adalah tahap penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu 

undang-undang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. 

 

2.4.2 Model-Model Implementasi Kebijakan 

 Menurut Hood dan Gunn (1984 : 199-206) untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (perfect 

implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu 

adalah sebagai berikut : a) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi 

pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; b) untuk 

pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; c) 

perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedi, d) kebijakan yang 

akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; e) 

hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 

penghubungnya; f) hubungan saling ketergantungan harus kecil; g) pemahaman 

yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; h) tugas-tugas diperinci dan 

ditempatkan dalam urutan yang tepat; i) komunikasi dan koordinasi yang 
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sempurna; j) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut 

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

 Dari uraian diatas makan dapat disimpulkan bawah model implementasi 

yang sesuai digunakan untuk terimplementasinya Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik Oleh 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota 

Medan. 

 

2.5 Implementasi Kebijakan Publik 

2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

 Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijkan 

publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung 

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi 

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. 

Implementasi kebikana menurut Mustopadijaja ( 2002 :118) implementasi 

kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instasi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. 

Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan 

pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti 

halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah 
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peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard 

peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi 

beberapa aspek kebijakan. 

Tachjan (2005:25) implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan 

administratif yang disetujui sebuah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak 

diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan 

publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-

alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit 

atau mikro. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebikan publik 

merupakan proses kegiatan pemerintah untuk memandang permasalahan publik 

secara realitas melalui kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan. 

 

2.6 Pengawasan 

2.6.1 Pengertian Pengawasan 

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses 

pengamatan dari pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. Siagian(1990:130-136) pengawasan akan 

berlangsung efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:   

a) pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang  
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diselenggarakan; b) pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya penyimpangan dari rencana; c) pengawasan harus 

menunjukan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu; d) objektivitas dalam 

melakukan pengawasan; e) keluwesan pengawasan; f) pengawasan harus 

memperhitungkan pola dasar organisasi; g) efisiensi pelaksanaan pengawasan; h) 

pemahaman system pengawasan oleh semua pihak yang terlibat; i) pengawasan 

mencari apa yang tidak beres; j) pengawasan harus bersifat membimbing.   

Sarwoto (1991:93) pengawasan adalah kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan dan atau hasil yang  dikehendaki. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 

dan untuk mencapai tujuan pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada 

pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai 

yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu oleh pemerintah  

sendiri.  

Victor dan Jusuf, (1998:22-25) pengawasan dapat diadakan   

dengan maksud sebagai berikut:  

 a)  mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; b) memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar 

tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang ama atau timbulnya kesalahan 

yang baru; c) mengetahui apakah pengguna budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;  d) 
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mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan progam (fase tingkat pelaksanaan) 

seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses 

pengamatan kegiatan atau pekerjakan agar mengetahui kegiatan atau pekerjaan 

berjalan sesuai rencana dan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada 

dalam proses tersebut. 

 

2.7 Pelayanan Publik 

2.7.1 Pengertian Pelayanan Publik 

 Sinambela (2011:5)berpendapat bahwa:pelayanan publikadalah 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 

Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini 

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi 

berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya 

kebutuhan akan kesehataan, pendidikan, dan lain lain. 

 Ratminto dan Winarsih (2005:5) berpendapat bahwa : pelayanan publik 

atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab 

dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), 
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dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiyansyah (2011:11) 

adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah 

ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna 

memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 

 Sedangkan pelayanan umum menurut Moenir (2010:26) adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor 

materiel melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah 

pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk jasa publik atau barang 

publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun pihak swasta. 

 

2.8 Implementasi  Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 

Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. 

 Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Dalam Rangka 

Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan pengawasan 

pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dengan tujuan menciptakan 

dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek 

maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Untuk melakukan 

pengawasan pelayanan publik Ombudsman menerima laporan atas dugaan 
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Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan 

koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara serta lembaga kemasyarakatan 

dan perorangan. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan training of trainer yang 

bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar 

dengan  objek penelitian pada saat sekarangberdasarkan fakta-fakta. 

Moelong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh 

adanya metode kualitaif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-

lain. 

Sugiono (2010-11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih ( 

independen ) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu 

dengan variable lain. 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3 Definisi Konsep 

 

1. Implementasi merupakan suatu rangkaian program yang dilakukan 

oleh pemerintah ataupun swasta untuk mencapai tujuan dengan 

dibuatnya keputusan atau kebijakan yang disepakati bersama. 

2. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang saling 

berhubungan yang dibuat untuk menyelesaikan hambatan - 

hambatan yang terjadi didalam suatu lingkungan dan harus 

dikerjakan bukan hanya sekedar diusulkan. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2008 Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pengawasan Pelayanan Publik Oleh 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Sumatera Utara di 
Dinas Sosial Kota Medan. 

1. Adanya  pelaksanaan 
pengawasan pelayanan 
publik. 

2. Adanya kerjasama antara 
Ombudsman dan Dinas 
Sosial. 

3. Adanya sumber daya 
manusia yang kompeten. 

4. Adanya sistem dan prosedur 
dalam pengawasan 
pelayanan publik. 

Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan 

Sumatera Utara 

Implementasi 
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3. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan  

masalah - masalah yang ada di publik maupun pemerintah . 

4. Implementasi kebijakan adalah tahap penyelenggaraan kebijakan 

yang telah ditetapkan dalam suatu undang-undang untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam undang - undang. 

5. Implementasi kebikan publik merupakan proses kegiatan 

pemerintah untuk memandang permasalahan publik secara realitas 

melalui kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan. 

6. Pengawasan adalah proses pengamatan kegiatan atau pekerjakan 

agar mengetahui kegiatan atau pekerjaan berjalan sesuai rencana 

dan untuk mengetahui kesalahan - kesalahan yang ada dalam 

proses tersebut. 

7. Pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat baik 

dalam bentuk jasa publik atau barang publik yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah ataupun pihak swasta. 

 

3.4 Katagorisasi Penelitian 

   Kategorisasi bertujuan untuk menunjukan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa 

yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari 

variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari penelian adalah: 
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NO KATEGORISASI INDIKATOR 

1. Adanya  pelaksanaan 
pengawasan pelayanan 
publik. 

 
 

a. Tindakan untuk mencapai 

tujuan. 

b. Penerimaan laporan 

masyarakat atas dugaan 

maladministrasi.  

2. Adanya kerjasama antara 

Ombudsman dan Dinas 

Sosial. 

a. Terwujudnya administrasi 

yang baik. 

b. Tidak terjadinya diskriminatif 

dalam pelayanan publik. 

3. Adanya sumber daya 
manusia yang kompeten 
 

a. Pelayanan berjalan sesuai 

dengan strandar operasional 

prosedur. 

b. Pengawasan Ombudsman 

dilakukan secara efektif dan 

efisien. 

4. Adanya sistem dan prosedur 
dalam pengawasan pelayanan 
publik 
 

a. Training of trainer 

b. Partisipasi masyarakat dalam 

pengawasan pelayanan publik. 
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3.5 Informan atau Narasumber 

 

Untuk melengkapi data - data yang akan dianalisis secara kualitatif, 

maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai 

narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara 

a) Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara : Abyadi 

Siregar, S.Sos. 

b) Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia 

Perwakilan Sumatera Utara : Edward Silaban 

 

2. Dinas Sosial Kota Medan 

a) Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga : Ardianto 

b) Kordinator Program Keluarga Harapan : Dedi 

 

3. Masyarakat Penerima Bantuan Iuran BPJS 

a) Wiraswasta : Sukirman 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Data Primer 

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau 

diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian 

melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang diambil dari sumer data secara 

langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau 

lebih, terkait objek penelitian.  

 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan 

dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, maupun elektronik.Dokumen yang diperoleh 

kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk 

suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh. 

3.7 Teknik Anilisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, 

mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 
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dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta 

menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar 

peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut 

dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan 

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, dan 

mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan penggumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila dibutuhkan. 

b. Penyajian Data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, 

maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakn kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila 

didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori. 
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3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Dinas Sosial Kota Medan. Waktu 

penelitian Juli - Agustus 2020. 

 

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Fungsi, Tugas dan Kewenangan Ombudsman Perwakilan Sumatera 

Utara 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah lembaga 

negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, serta 

bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari 

campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utaramerupakansatu-satunya Perwakilan Ombudsman yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara yang menangani dan mengawasi pelayanan publik untuk seluruh 

daerah yang  ada di Provinsi Sumatera Utaradan kantornya sendiri terletak di Kota 

Medan. 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utaramempunyai kewajiban 

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang dimilikinya kepada 

Ombudsman RI.Ombudsman sendiri berfungsi mengawasi pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun 

didaerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan BHMN serta 



33 
 

badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan 

publik tertentu. 

Ombudsman di perwakilan dasarnya adalah PP No. 21 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Ombudsman di Daerah.Bahwa di 

Perwakilan Ombudsman di pimpin oleh satu kepala perwakilan dan dibantu oleh 

maksimal 7orang asisten Ombudsman. Dimana asisten Ombudsman bukansebagai 

pembuat keputusan, asisten Ombudsman hanya bertugas membantu kepala 

perwakilan dalam melakukan tugas Ombudsman.Asisten Ombudsman di atur 

dalam Peraturn Pemerintah No 64 Tahun 2012 tentanf sistem manajemen sumber 

daya manusia pada Ombudsman. 

Adapun tugas yang diemban oleh Ombudsman di daerah sama dengan 

tugas yang diemban oleh Ombudsman pusat. Adapun tugas yang harus dikerjakan 

oleh Ombudsman antara lain:  

a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik;  

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman;  

d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 



34 
 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan;  

f. Membangun jaringan;  

g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik;  

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.  

 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diatas, Ombudsman memiliki 

wewenang untuk:  

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor 

atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman; 

b. Memeriksa keputusan,surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada 

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;  

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotocopy dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor; 

 d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang 

terkait dengan laporan;  

e. Penyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak;  
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f. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

rekomendasi untuk membayar gantu rugi dan/atau rehabilitas kepada 

pihak yang dirugikan;  

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan 

rekomendasi.  

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri 

kebebasan hakim dalam memberi putusan.Dan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diintrogasi, 

dituntut atau digugat di muka pengadilan. 

3.9.2 Visi dan Misi Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara 

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utaramemiliki visi dan misi yang menjadi acuan dalam menjalankan fungsinya 

sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Visi 

dan Misi Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, yaitu: 

Visi: 

Mewujudkan pelayanan publik prima yang menyejahterakan dan berkeadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Misi: 

a. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi 

serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
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b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

c. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaranserta 

keadilan.d.Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang 

berintegritas berbasis teknologi informasi.  

Moto :AWASI. TEGUR, LAPORKAN 

Maklumat : 

Ombudsman RI menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai 

standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap maklumat ini 

akan dikenakan sanki sesuai peraturan perundang-undangan.Selain visi dan 

misi diatas tujuan dari Ombudsman sendiri yaitu:  

a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. 

b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme.  

c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan 

yang semakin baik. 
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 d.  Membantu dan menciptakan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan 

praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi dan 

nepotisme  

e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan . 

3.9.3 Struktur Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.1 Struktur Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. 
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3.9.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan 

Visi adalah pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial harus dibawa agar 

dapat eksis, antisipasi, dan inovatif. Jadi visi adalah pandanagn ideal masa depan 

yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota 

Medan merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah 

yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan 

perwujudan Visi dan Misi Wali kota Medan terpilih periode 2016-2021.Adapun 

visi Dinas Sosial adalah“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya 

Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius.” 

Misi adalahrumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka upaya yang 

harus dilakukan sebagai berikut: 

a. Menumbuhkembangkan Stabilitas, Kemitraan, Partisipasi dan 

Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota 

Medan. 

b. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, 

persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan 

kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme. 

c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi 

sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk 
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pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan 

kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. 

d. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh 

ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan 

berkelanjutan. 

e.Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 

melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat 

secara merata dan berkeadilan. 

f. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan 

moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama 

dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan 

komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab 

pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Dinas Sosial 

Kota Medan.Sumber data dari penelitian ini adalah empat (4) orang dari 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan Dinas Sosial. 

 Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan 

kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tinkat 

karakteristik jawaban narasumber. 

4.1.1 Deskripsi Narasumber 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap 

narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategorisasi 

menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan 

dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian. 

 Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber 

informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis 

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut : 
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a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1.1 berikut disajikan 

presentase untuk masing-masing kategorisasi sebagai berikut : 

Tabel 4.1.1 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin  Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 4 100% 

2 Perempuan 0 0% 

Jumlah  4 100% 

  

Berdasarkan tabel 4.1.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber 

berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 100%. 

 

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

 Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 

tahun dan umur 50 -59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi 

dan presentase masing – masing kategorisasi umur sebagai berikut: 
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Tabel 4.1.2 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur 

No Umur Frekuensi Prsentase 

1 30 – 39 1 25% 

2 40 – 49 2 50% 

3 50 – 59 1 25% 

Jumlah  4 100% 

 

  Berdasarkan tabel 4.1.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas 

narasumber berusia mulai dari 40 – 49 tahun dengan frekuensi 2 orang atau 50 % 

dan usia 30 –39 tahun sebanya 1 orang atau 25% serta usia 40 – 49 tahun 

sebanyak 1 orang atau 25%. 

 

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

 Narasumber yang akan diwawancara dikategorisasikan berdasarkan 

pendidikan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu tingkat sekolah 

menengah atas dan tingkat sarjana. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan 

frekuensi untuk masing – masing sebagai berikut : 
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Tabel 4.1.3 

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Frekuensi Presentase 

1 Sekolah Menegah 

Atas 

2 50% 

2 Sarjana 2 50% 

Jumlah   100% 

  

Berdasarkan tabel 4.1.3 dapat dilihat bahwa narasumber memiliki 

pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas dengan frekuensi 2 orang atau 50% 

dan Sarjana dengan frekuensi 2 orang atau 50%. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

4.2.1 Adanya Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik 

 Pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintah merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan 

implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan 

diaplikasikan guna mencegah dan menghapus penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 

4 Agustus 2020 dengan Bapak Abyadi  Siregar, S.Sos selaku Kepala Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, mengatakan bahwa Ombudsman 



44 
 

melakukan pengawasan tanpa membeda – bedakan bagi semua unit dan instansi 

penyelenggara pelayanan publik baik itu di Kementerian, Lembaga, Pemerintahan 

Daerah dan Pemerintahan Kota. Ada beberapa instansi – instansi yang memiliki 

tingkat laporan tinggi terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi – instansi 

terlapor. 

Pengawasan yang dilakukan Ombudsman yaitu dengan menerima laporan 

masyarakat dan kemudian ditindak lanjutin, apabila laporan dari masyarakat 

memang merupakan kewenangan Ombdsman maka laporan akan ditindak 

lanjutin. Kemudian, Ombudsman juga bisa melakukan investigasi langsung atas 

inisiatif Ombudsman hal itu dapat dilakukan apabila mendengar adanya 

pelanggaran penyelenggara pelayanan publik yang massif, berkelanjutan, terus – 

menerus maka Ombudsman akan melakukan sidak langsung. Atau melakukan 

kajian singkat tentang pelayanan di unit atau instansi tersebut. 

Dinas Sosial Kota Medan termasuk salah satu instansi yang banyak 

dilaporkan masyarakat. Dinas Sosial Kota Medan menjadi salah satu instansi yang 

diperhatikan Ombudsman, karena Dinas Sosial salah satu instansi penyelenggara 

pelayanan publik yang banyak melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. 

Dampak yag dihasilkan dari pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman di 

Dinas Sosial yaitu menghasilkan dampak yang positif seperti Dinas Sosial Kota 

Medan memperbaiki kebijakan-kebijakannya dan meningkatkan pelayanan yang 

diberikan Dinas Sosial. 
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 Hal ini senada juga disampaikan oleh bapak Edward Silaban, S.S selaku 

Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Sumatera Utara ketika diwawancara pada tanggal 3 Agustus 2020, mengatakan 

bentuk pengawasan yang dilakukan Ombudsman melalui laporan, kordinasi dan 

kunjungan. Pengawasan yang dilakukan Ombudsman di Dinas Sosial yaitu 

mengenai laporan, ketika adanya laporan maka Ombudsman akan melakukan 

kordinasi dan turun langsung kelapangan untuk membuktikan kebenaran dari 

laporan masyarakat atau mencari solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Karena, di Sumatera Utara 

termasuk tinggi angka penyimpangan bantuan sosial jadi Ombudsman melakukan 

pengawasan dengan ekstra. 

Terkait laporan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh 

Dinas Sosial hampir setiap bulan adanya laporan mengenai pelayan di Dinas 

Sosial, terutama pada musim penyaluran bantuan sosial. Yang dilakukan 

Ombudsman terhadap laporan masyarakat terkait pelayanan di Dinas Sosial 

adalah dengan mentabulasi laporan, lalu mendatangin langsung Dinas Sosial 

dengan membawa tabulasi laporan yang telah terkumpul, setelah itu Ombudsman 

mendengarkan klarifikasi dari Dinas Sosial mengenai laporan masyarkat yang 

kemudian akan dijelaskan Ombudsman kepada masyarakat mengenai alasan 

terjadinya masalah yang dialami oleh masyarakat bisa itu karena masyarakat tidak 

memenuhi persyaratan penerima bantuan atau adanya hal-hal yang lain.  

Dampak yang didapatkan dari pengawasan pelayanan publik di Dinas 

Sosial oleh Ombudsman yaitu Dinas Sosial menjadi berhati-hati dalam 
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memberikan pelayanan pada masyarakat serta berkurangnya laporan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial. 

 Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di Dinas 

Sosial oleh Ombudsman, yang dikatakan bapak Ardianto, selaku Kepala Seksi 

Jaminan Sosial Keluarga pada tanggal 8 Juli 2020 bahwa pelaksanan pengawasan 

yang dilakukan Ombudsman dengan menerima laporan masyarakat terkait dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan atau apabila laporan 

masyarakat tersebut terbukti dan dengan keadaan yang darurat maka Ombudsman 

melakukan kunjungan ke Dinas Sosial atau mengundang pimpinan Dinas Sosial 

ke Kantor Ombudsman Perwakila Sumatera Utara untuk meminta keterangan dari 

Dinas Sosial mengenai laporan masyarakat. Ada beberapa laporan masyarakat 

mengenai pelayanan yang dilakukan di Dinas Sosial, belakangan ini laporan yang 

diterima Dinas Sosial dari Masyarakat yaitu mengenai bantuan sosial  PKH ( 

Program Keluarga Harapan ).  

Laporan dari masyarakat terkadang kebanyakan masyarakat tidak 

mengetahui prosedur bantuan jaminan sosial padahal, dinas Sosial sudah membuat 

pemberitahuan syarat dan prosedur penerimaan yang telah ditempelkan pada 

dinding – dinding dikantor Dinas Sosial serta masyarakat tidak menyadari bahwa 

Dinas Sosial hanya membuat surat rekomendasi bagi masyarakat yang memenuhi 

persyaratan yang berpedoman pada sensus penduduk tidak mampu, data sensus 

tersebut juga di dapatkan pada tahun 2010, apabila surat rekomendasi sudah 

dikeluarkan oleh Dinas Sosial makan yang memutuskan masyarakat berhak 

menerima bantuan jaminan sosial atau tidak yaitu Kementerian Sosial. Laporan 
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yang diterima Dinas Sosial dari masyarakat mengenai pelayanan yang 

disampaikan Ombudsman akan ditindak lanjuti dengan cara meberi klarifikasi 

kepada Ombudsman serta memberikan saran untuk menyelesaikan laporan 

masyarakat tersebut. Dampak dari pengawasan pelayanan publik yang dilakukan 

Ombudsman yaitu adanya hal positif yang diterima oleh Dinas Sosial salah 

satunya pemecahan masalah yang dilaporkan masyarakat tentang pelayanan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial. 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dedi Irwanto Pardede, selaku 

Kordinator PKH ( Program Keluarga Harapan ), beliau mengatakan bahwa 

pengawasan yang dilakukan Ombudsman terhadap pelayanan di Dinas Sosial 

dengan menyampaikan laporan masyarakat mengenai pelayanan yang kurang 

memuaskan masyarakat. Kemudian ada beberapa laporan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial, hal tersebut tentu membuat Dinas Sosial 

harus memberikan klarifikasi serta memberikan saran untuk memecahkan laporan 

yang telah dibuat oleh masyarakat. Dampak dari pengawasan pelayanan publik 

yang dilakukan Ombudsman di Dinas Sosial tentu sangat membantu dalam hal 

memperbaiki pelaksanaan pelayanan yang ada pada di Dinas Sosial. 

 Tahapan yang dilakukan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan 

publik sesuai dengan standard operasional prosedur pengawasan pelayanan publik 

yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan dampak yang positif bagi 

penyelenggara pelayanan publik. 

 



48 
 

4.2.2 Adanya Kerjasama Antara Ombudsman dan Dinas Sosial 

Kerjasama merupakan kegiatan yang mempunyai tingkatan berbeda 

dimulai dari tahapan koordinasi sampai terjadinya kolaborasi dalam suatu 

kegiatan kerjasama. Bersumber kekuatan yang muncul dalam sebuah organisasi 

sehingga bisa mempengaruhi keputusan juga tindakan organisasi. 

Bapak Abyadi  Siregar, S.Sos selaku Kepala Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, beliau mengatakan Secara kelembagaan 

Ombudsman dengan Dinas Sosial Kota Medan tidak membuat MoU ( 

Memorandum Of Understanding ) tetapi Ombudsman dengan Pemerintah Kota 

Medan membuat kerjasama, kerjasama yang dilakukan agar penyelenggaraan 

pelayanan publik dilingkup Pemerintah Kota Medan memberikan pelayanan yang 

sesuai harapan yang telah ditetapkan 

 Tujuan kerjasama yang dilakukan Ombudsman kepada pimpinan instansi 

langsung yaitu Pemerintah Kota Medan untuk mengakomodir atau koperatif 

dalam upaya perbaikan pelayanan publik di Kota Medan termasuk Dinas Sosial di 

dalam lingkup Pemerintah Kota Medan. Tapi Ombudsman juga membangun 

komunikasi dan komunikasi yang intens terhadap instansi-instansi di lingkup 

Pemerintah Kota Medan termasuk Dinas Sosial Kota Medan. Melalui kepala 

Dinas Sosial Kota Medan, Ombudsman memiliki hubungan yang baik dengan 

Dinas Sosial untuk menindak lanjutin MoU antara Ombudsman dan Pemerintah 

Kota Medan.  
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Dampak yang dihasilkan dari kerjasama dengan komunikasi yang intens 

antara Ombudsman dan Dinas Sosial Kota Medan mempermudah menindak 

lanjuti laporan masyarakat dan laporan juga akan terselaikan. Upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial, Ombudsman 

melakukan kunjungan untuk memberi saran kepada Dinas Sosial tentang 

bagaimana prosedur pelayanan yang baik. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edward Silaban , S.S selaku 

Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Sumatera Utara, kerjasama yang dilakukan Ombudsman dengan Dinas Sosial 

Kota Medan yaitu dengan membangun komunikasi dengan cara mengundang atau 

berkunjung langsung ke Dinas Sosial untuk menyampaikan saran agar pelayanan 

yang diberikan oleh Dinas Sosial dapat di nikmati oleh masyarakat. 

Dengan adanya kerjasama antara Ombudsman dengan Dinas Sosial maka 

dampak yang dihasilkan yaitu berkurangnya laporan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan. Upayang dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial, Ombusman melakukan komunikasi 

yang intens dengan memberitahu kepada Dinas Sosial mengenai keluhan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 

Bapak Ardianto selaku  Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga 

mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Dinas Sosial dengan 

Ombudsman yaitu dengan memenuhi panggilan serta memberikan klarifikasi yang 

dibutuhkan Ombudsman, untuk menyelesaikan laporan masyarakat terhadap 
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pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga merupakan tugas 

Ombudsman untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik. Dengan adanya 

kerjasama antar Ombudsman dan Dinas Sosial berdampak pada perbaikan 

pelayanan yang diberikan Dinas Sosial untuk dinikmati masyarakat serta 

terselesaikannya laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

Dinas Sosial. 

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial untuk meningkatkan pelayanan yaitu 

dengan cara memperbaiki dan menyelesaikan apa yang dilaporkan dan dikeluhkan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Sosial. 

Bapak Dedi Irwanto Pardede selaku Kordinator PKH ( Program Keluarga 

Harapan ) juga mengatakan bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial dengan 

Ombudsman dalam bentuk saling berkomunikasi, apabila Ombudsman 

memanggil salah satu perwakilan Dinas Sosial makan dengan respon yang cepat 

Dinas Sosial akan mengirimkan perwakilan ke Ombudsman untuk memberikan 

klarifikasi.  

Dampak yang dihasilkan dari kerjasama tersebut terselesaikannya laporan 

masyarakat dengan cepat dan pelayanan yang diberikan Dinas Sosial juga 

semakin membaik. Untuk meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial melakukan 

perbaikan serta melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur. 

Dalam meningkatkan kinerja satu sama lain, keduanya melakukan 

kerjasama yang dilakukan dengan komunikasi yang intens serta saling membantu 

dalam penyelesaian laporan dari masyarakat. Adapun hal yang dilakukan 
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Ombbudsman dalam melakukan kerjasma dengan Dinas Sosial yaitu dengan 

mengundang perwakilan Dinas Sosial atau mengunjungi langsung Dinas Sosial, 

untuk memberikan saran serta memberitahu Dinas Sosial tentang laporan 

masyarakat yang telah diterima oleh Ombudsman. Sedangkan, Dinas Sosial 

melakukannya kerjasama dengan cara memberikan respon yang cepat dalam 

memberikan klarifikasi kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan 

masyarakat dengan cepat. 

Dampak yang dihasilkan dari kerjasama Ombudsman dan Dinas Sosial 

tentu menghasilkan dampak yang positif bagi keduanya. Hal itu, dibuktikan 

dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial semakin membaik dan dapat 

menikmati pelayanan serta berkurangnya laporan masyarakat tentang pelayanan 

yang diberikan oleh Dinas Sosial. Dampak positif juga dirasakan oleh 

Ombudsman yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan 

dugaan maladministrasi serta meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada 

Ombudsman. Kejasama yang dilakukan dengan komunikasi dan pengawasan yang 

intens saling menguntungkan bagi Ombudsman dan Dinas Sosial. 

Upaya yang dilakukan oleh Ombudsman dan Dinas Sosial untuk 

meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial, Ombudsman terus melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Sosial. Dan 

memberikan saran kepada Dinas Sosial, agar pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan standard prosedur pelayanan. Dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial 

untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan dengan cara mengikuti prosedur 



52 
 

sesuai standar prosedur pelayanan. Dan memberikan respon yang cepat, untuk 

menyelesaikan laporan masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Sosial. 

 

4.2.3 Adanya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten 

Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari 

daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta 

sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan 

lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah 

keinginan dalam memenuhi keinginannya.SDM meliputi daya pikir serta daya 

fisik pada setiap individu.Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada 

setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau 

manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan. 

Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM 

berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa-apa. Sebab Daya Pikir merupakan 

modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari 

usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat 

Intellegence Quotient (IQ) dan Emotional Quality (EQ). Untuk kompeten 

merupakan karakteristik yang mendasari   seseorang  dan berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara umum, kompetensi adalah 

sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal dan pengetahuan 

(knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat 

diamati, diukur dan dievaluasi. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada Selasa tanggal 

4 Agustus 2020 dengan Bapak Abyadi  Siregar, S.Sos selaku Kepala Ombudsman 

Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, mengatakan bahwa menurut 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 18 

dikatakan bahwa masyarakat berhak melakukan pengawasan standard pelayanan, 

memberitahu kepada pimpinan pelaksana penyelenggara pelayanan untuk 

memperbaiki pelayanan, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan 

standard pelayanan. Kemudian, jika hal tersebut tidak memperbaiki atau 

menyelesaikan masalah maka masyarakat berhak mengadukan pelaksana yang 

melakukan penyimpangan standar pelayanan dan tidak memperbaiki pelayanan 

kepada penyelenggara dan ombudsman. Disitulah keterlibatan publik dalam 

mengawasi pelayanan salah satunya pelayanan di Dinas Sosial. 

Upaya yang dilakukan Ombudsman untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dengan melakukan seminar dan membuka kelas pelayanan publik 

yang nantinya, pengikut kelas pelayanan publik akan lebih mendalami pelajaran 

tentang pelayanan publik. Agar pengawasan yang dilakukan dapat sesuai dengan 

prosedur dan kemudian nantinya akan dibentuk menjadi kelompok KEDAN 

Ombudsman yang berfungsi membantu Ombudsman untuk mengawasi pelayanan 

publik.  

Yang dilakukan Ombudsman untuk memperdayakan laporan masyarakat, 

Ombudsman akan membuktikan kebenaran atas laporan yang dibuat oleh 

masyarakat setelah laporan tersebut benar, maka Ombudsman akan menindak 

lanjuti laporan masyarakat dengan cara mengundang instansi terlapor atau turun 
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langsung ke lapangan. Dengan meminta klarifikasi dari perwakilan instansi 

terlapor untuk menyelesaikan laporan yang telah dilaporkan masyarakat. 

Hal ini senada juga disampaikan oleh bapak Edward Silaban, S.S selaku 

Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Sumatera Utara ketika diwawancara pada tanggal 3 Agustus 2020, mengatakan 

keterlibatan publik dalam pengawasan di Dinas Sosial dengan cara melaporkan, 

apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan standard pelayanan yang 

diberikan Dinas Sosial. Keterlibatan publik dalam mengawasi pelayanan publik 

tentu sangat membantu Ombudsman, karena kurangnya sumberdaya manusia dan 

kurangnya anggaran Ombudsman untuk melakukan pengawasan serta luasnya 

jangkauan daerah yang di awassi oleh Ombudsman. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan 

yang dilakukan Ombudsman adalah membuka kelas pelayanan bagi masyarakat 

yang sukarela untuk membantu Ombudsman mengawasi pelayanan, kelas 

pelayanan tersebut akan mempelajari lebih dalam tentang prosedur pelayanan 

untuk mengikuti kelas tersebut maka masyarakat harus mengikuti tes agar dapat 

mengikuti kelas pelayanan. Setelah jadwal kelas tersebut selesai makan akan 

bergabung menjadi kelompok KEDAN Ombudsman, bukan hanya itu yang 

dilakukan Ombudsman untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Ombudsman 

juga melakukan seminar-seminar. 

Untuk memperdayakan laporan masyarakat Ombudsman mentabulasi 

semua laporan masyarakat dengan membuktikan kebenaran dengan bukti lisan 
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maupun tulisan, kemudian hasil tabulasi laporan masyarakat akan dibawa ketika 

meninda lanjuti ke Dinas Sosial atau memberikan hasil tabulasi kepada 

perwakilan Dinas Sosial untuk meminta klarifikasi agar dapat terselesaikan 

laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial. 

Berkaitan dengan sumberdaya manusia yang kompeten, yang dikatakan 

bapak Ardianto, selaku Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada tanggal 8 Juli 

2020 bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan pelayanan di Dinas Sosial, 

besar partisipasinya dibuktikan dengan adanya beberapa laporan masyarakat 

kepada Ombudsman  tentang keluhan pelayanan yang diberikan oleh Dinas 

Sosial. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan 

publik tentu dapat memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan 

pelayanan dengan menampung semua kritik dan saran yang diberikan masyarakat 

kepada Dinas Sosial. Dan untuk memperdaya laporan masyarakat terhadap 

pelayanan publik di Dinas Sosial makan yang dilakukan adalah menanggapi 

laporan masyarakat kemudian memperbaiki dan menyelesaikan laporan dari 

msayarakat. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Dedi Irwanto Pardede, selaku 

Kordinator PKH ( Program Keluarga Harapan ), beliau mengatakan bahwa 

keterlibatan publik dalam pengawasan pelayan publik di Dinas Sosial dengan 

memberikan kritik dan saran untuk menilai pelayanan yang diberikan Dinas 

Sosial.  
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Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 

cara menerima kritik dan saran yang diberikan massyarakat untuk memperbaiki 

pelayanan publik. Untuk memperdaya laporan tersebut, maka Dinas Sosial 

menindak lanjutin kritik dan saran yang diberikan masyarakat dengan cara 

memperbaiki dan menyelesaikan masalah. Tentu hal itu juga dapat memperbaiki 

pelayanan yang ada di Dinas Sosial. 

Keterlibatan publik dalam pengawasan publik, memang sangat dibutuhkan 

karena pengawasan yang dilakukan publik dapat membantu Ombudsman dalam 

melakukan pengawasan.Salah satu bentuk dari keterlibatan publik dalam 

pengawasan yaitu dengan melaporkan instasi yang melakukan pelayanan yang 

tidak sesuai dengan standard pelayanan, dengan bukti yang nyata dalam lisan 

maupun tulisan. Apabila bukti yang didapatkan masyarakat sudah kuat maka 

masyarakat bisa melaporkan ke Ombudsman. Yang nantinya akan ditindak lanjuti 

sampai selesai. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka Ombudsman melakukan 

seminar-seminar tentang wawasan pelayanan publik dan d membuka kelas 

pelayanan publik, yang berguna untuk menambah wawasan masyarakat agar 

melakukan pengawasan pelayanan publik sesuai dengan prosedur pengawasan. 

Tentu hal tersebut, mempermudah publik untuk melakukan pengawasan di 

berbagai instasi yang memberikan pelayanan. Untuk memperdayakan laporan 

masyarakat, maka Ombudsman harus meminta bukti yang kuat dalam bentuk lisan 

maupun tulisan, kemudian mentabulasinya menjadi laporan yang akan 
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diberitahukan atau menindak lanjutinya kepada Dinas Sosial untuk menyelesaikan 

laporan dengan cara meminta keterangan dari salah satu perwakilan Dinas Sosial. 

 

4.2.4 Adanya Sistem dan Prosedur Dalam Pengawasan Pelayanan Publik 

 Pendekatan sistem mempunyai banyak manfaat dalam memahami 

lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu yang dipandang 

dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur membentuk 

sistem tersebut dan diidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang berbentuk 

sistem. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat 

dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman 

bagisuatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan 

untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 

 Bapak Abyadi  Siregar, S.Sos selaku Kepala Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, beliau mengatakan sistem dan prosedur 

pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman di Dinas Sosial, untuk 

sistem pengawasan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia pada pasal 7 huruf a sampai 

dengan huruf f. dan untuk prosedur pengawasan pelayanan publik yang dilakukan 

Ombudsman juga sama menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia pada pasal 8 huruf a sampai huruf g.  

Yang dilakukan Ombudsman unttuk memberitahu kepada publik 

bagaimana sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik yang dilakukan 

Ombudsman dengan melakukan sosialisasi di daerah - daerah, dengan 
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mengumpulkan semua tokoh - tokoh penting di daerah, kemudian membuka kelas 

pelayanan publik yang nanti didalam pembelajaran akan dibahas tentang sistem 

dan prosedur pengawasan pelayanan publik. Sampai saat ini sistem dan prosedur 

pengawasan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman sudah berjalan sesuai 

dengan telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia. 

Upaya yang dilakukan agar sistem dan prosdur beerjalan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan maka Ombudsman berpedoman pada Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Apabila, sistem 

atau prosedur pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan contohnya 

seperti kurangnya berkas pelapor makan Ombudsman mengadakan rapat dan 

kemudian mengirim surat pemberitahuan kepada pelapor untuk memenuhi semua 

berkas. 

 Bapak Edward Silaban, S.S selaku Kepala Bidang Pencegahan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mengatakan hal 

yang serupa, untuk sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik yang 

dilakukan Ombudsman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia.  

Publik mengetahui sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik, 

dengan cara membuka kelas pelayanan publik serta melakukan sosialisasi – 

sosialisasi terbuka untuk publik. Sistem dan prosedur pengawasan pelayanan 

publik yang dilakukan Ombudsman sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
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Republik Indonesia. Untuk upaya yang dilakukan Ombudsman agar sistem dan 

prosedur berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka untuk pelaksaannya 

harus mengacu pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Ardianto selaku Kepala Seksi 

Jaminan Sosial Keluarga, bahwa pengawasan yang dilakukan Ombudsman 

dengan sistem dan prosedur yang tertera dalam Undang - Undang Nomor 37 

Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Dinas Sosial 

mengetahuinya dari sosialisasi yang telah dibuat oleh Ombudsman, serta 

penjelasan yang mereka berikan ketika melakukan kunjungan ke Dinas Sosial atau 

ketika kami memenuhi panggilan dari Ombudsman.  

Sama halnya Dinas Sosial dan Publik mengetahui sistem dan prosedur 

pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dari sosialisasi – 

sosialisasi yang dilakukan Ombudsman atau dari penjelasan Ombudsman ketika 

masyarakat melaporkan dan menjelaskan juga kepada instansi terlapor. Sampai 

saat ini, saya rasa sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik yang 

dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, saya 

mengatakan hal tersebut karena tidak adanya penilaian buruk yang diberikan 

publik kepada Ombudsman.Upaya yang dilakukan Ombudsman untuk melakukan 

sistem dan prosedur pengawasan sesuai yang telah ditetapkan pastinya 

Ombudsman melakukannya sesuai dengan pedoman standard operasional 

prosedur mereka. 

Bapak Dedi Irwanto Pardede selaku Kordinator PKH ( Program Keluarga 

Harapan ) juga mengatakah hal yang sama, pengawasan yang dilakukan 
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Ombudsman dengan sistem dan prosedur yang tertera dalam Undang - Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Dinas Sosial 

mengetahuinya hal tersebut dari sosialisasi yang telah dibuat oleh Ombudsman, 

serta penjelasan yang mereka berikan ketika melakukan kunjungan ke Dinas 

Sosial atau ketika kami memenuhi panggilan dari Ombudsman. 

Publik juga pasti meengetahui sistem dan prosedur pengawasan pelayanan 

publik yang dilakukan Ombudsman juga dari sosialisasi yang mereka adakan. 

Saya sebagai pihak yang mewakili Dinas Sosial merasa bahwa sistem dan 

prosedur pengawasan yang dilakukan Ombudsman sudah sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Upaya yang dilaakukan Ombudsman untuk melaksanakan 

sistem dan prosedur pengawasan tentu berpegang teguh kepada aturan yang sudah 

ditetapkan sebagai sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik. 

Sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik yang dilakukan 

tercantum dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia pada pasal 7 dan 8. Publik mengetahui sistem dan 

prosedurnya, dari sosialisasi – sosialiasi yang dibuat Ombudsman, serta 

penjelasan yang diberikan kepada masyarakat yang melapor dan kepada instasi – 

instansi terlapor. Sistem dan prosedur pengawasan sudah berjalan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan Ombudsman agar sistem dan 

prosedur berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka Ombudsman 

berpedoman dan berpegang teguh pada sistem dan prosedur pengawasan yang 

tertera dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia pada pasal 7 dan 8. 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Adanya Pelaksanaan Pengawasan Pelayan Publik 

 Pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintah merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan 

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan 

implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan 

diaplikasikan guna mencegah dan menghapus penyalahgunaan wewenang oleh 

aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan.  

Kewenangan Ombudsman dalam sistem negara hukum Republik 

Indonesia sebagaimana dapat disimpulkan dari Undang - Undang Nomor 37 

Tahun 2008 jo Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2009 adalah fungsi 

pengawasan  pelayanan publik, yang  jika ditinjau dari klasifikasinya dalam 

sistem pengawasan termasuk dalam klasifikasi pengawasan preventif dan represif 

yang bersifat eksternal. Guna mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih 

dan berwibawa ( clean and strong government ),pelaksanaan kewenangan 

Ombudsman tersebut harus diletakkan di atas landasan negara hukum yang 

demokratis. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi tersebut dapat berjalan 

secara efektif.  

Ombudsman dalam pelaksanaan tugas memeriksa laporan, wajib 

berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak dan tidak 

memungut biaya serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat 

para pihak dan mempermudah pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam 

memeriksa laporan tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat 
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memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk 

mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara 

negara dan pemerintahann mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan 

laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Maksud dan tujuan berdirinya Ombudsman di Indonesia dengan 

kewenangan yang luar biasa sebagai pengawas pelayanan publik adalah dilandasi 

oleh alasan - alasan argumentatif sebagai berikut: 

a. Sasaran Pengawasan adalah pemberian pelayanan artinya dalam 

bertindak seharusnya aparat menjadi pelayan sehingga warga masyarakat 

diperlakukan sebagai subyek pelayanan dan bukan obyek/korban pelayanan. 

Selama ini belum/tidak ada lembaga yang  memfokuskan diri pada pengawasan 

atas pemberian pelayanan umum, padahal jika dicermati sebenarnya pelayanan 

inilah yang merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan karena di 

dalamnya terkandung nilai - nilai kepatutan, penghormatan hak-hak dasar, 

keadilan serta moralitas. 

b. Keberhasilan suatu pengawasan sangat ditentukan oleh prosedur 

ataupun mekanisme yang digunakan, apabila proses pengawasan berbelit-belit 

melalui liku - liku yang panjang maka pelaksanaan pengawasan akan beralih dari 

masalah substansional ke masalah prosedural. Padahal inti persoalan pokok adalah 

penyimpangan dalam pelayanan umum. Jika pada akhirnya terjebak pada prosedur 

yang panjang maka akan menghabiskan waktu penyelesaian yang lama sehingga 

penyimpangan akan terus berlangsung tanpa ada perbaikan dan jalan keluar. 

Bahkan mungkin sekali akan muncul problem baru yaitu tentang mekanisme itu 



63 
 

sendiri. Sesungguhnya suatu prosedur penyelesaian yang singkat dan sederhana 

dimanapun akan lebih efisien. Termasuk dalam aspek ini adalah cara penyelesaian 

melalui mediasi di mana masing - masing pihak langsung bertemu dan membahas 

permasalahan sekaligus menentukan jalan keluar terbaik melalui prinsip saling 

memberi dan saling menerima ( win – winsolution ). 

c. Masalah pelayanan yang menjadi sasaran pengawasan Ombudsman 

dalam praktek lebih banyak menimpa masyarakat secara individual, meskipun 

juga tidak jarang berkaitan dengan suatu sistem atas kebijakan sehingga 

melibatkan ( mengobankan ) kepentingan individu – individu dalam jumlah yang 

lebih banyak. Biasanya anggota masyarakat kurang peka terhadap pemberlakuan 

sistem/kebijakan yang merugikan karena merasa lemah berhadapan dengan 

kekuasaan. Dengan demikian ia membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan 

dan membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah tanpa harus 

menanggung resiko munculnya masalah baru. 

d. Berkenaan dengan substansi pengawasan yaitu pelayanan umum oleh 

penyelenggara negara meskipun nampaknya sederhana namun memiliki dampak 

yang amat mendasar. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat akan 

memberi nilai positif dalam menciptakan dukungan terhadap kinerja pemerintah. 

Apabila aparat pemerintah melalui bentuk-bentuk pelayanannya mampu 

menciptakan suasana yang kondusif dengan masyarakat maka kondisi semacam 

itu dapat dikategorikan sebagai keadaan yang mengarah pada terselenggaranya 

asas - asas pemerintahan yang baik ( good governance). Asas pemerintahan yang 

baik dalam implementasinya diwujudkan melalui ketaatan hukum, tidak memihak, 
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bersikap adil, keseimbangan bertindak, cermat, saling percaya dan lain-lain. 

Dengan demikian sesungguhnya pelayanan umum sebagai hakikat dasar dari asas 

pemerintahan yang baik menjadi harapan utama keberadaan lembaga 

Ombudsman. 

e. Masyarakat kecil ataupun korban pelayanan secara mayoritas adalah 

kelompok ekonomi lemah karena itu mereka menjadi ragu untuk 

memperjuangkan keluhannya karena keterbatasan masalah keuangan. Institusi 

Ombudsman dengan tegas dan terbuka mengatakan bahwa pengawasan yang 

dilakukan ataupun laporan yang disampaikan kepada Ombudsman tidak dipungut 

biaya. Ketentuan bebas biaya ini merupakan salah satu prinsip Ombudsman yang 

bersifat universal yang sekaligus sebagai implementasi integritasnya. Ombudsman 

sangat menjunjung tinggi asas ini sehingga diharapkan sekaliagar warga 

masyarakat tidak memberikan imbalan sekecil apapun kepada Ombudsman 

sebelum, pada waktu dan ataupun sesudah berurusan dengan Ombudsman. 

Berurusan dengan Ombudsman tanpa memberi imbalan kepadanya merupakan 

salah satu bentuk dukungan terhadap eksistensi Ombudsman. 

 Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dilapangan tentang 

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam 

Pengawasan Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kota Medan, maka diperoleh 

informasi yang berkaitan sebagai berikut: 

a.Penetapan Standar Pelaksanaan  

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam melakukan 
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pengawasan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Medan, telah sesuai dengan 

proses penetapan standar pelayanan. Ombudsman Republik Perwakilan Sumatera 

Utara telah memiliki pedoman atau dasar hukum Undang - Undang Nomor 37 

Tahun 2008 dalam menjalankan tugas atau kewenangannya dan Undang - Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 sebagai pendorong dalam melakukan pengawasan 

pelayanan publik, yang mana standar Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 

dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 sedangkan Standar Operasional 

Prosedur ( SOP ) yang ada di kantor Dinas Sosial Kota Medan terdapat di Undang 

- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Undang - Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  

Standar ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan standar peraturan 

Ombudsman ditetapkan melalui rapat pleno pimpinan Ombudsman RI. Adanya 

kasus terkait Dinas Sosial Kota Medan yang dilaporkan, tidak terdapat standar 

khusus dalam penyelesaian kasusnya, semua kasus yang dilaporkan di 

Ombudsman akan di selesaikan dengan cara yang sama melalui alur yang ada di 

Peraturan Ombudsman (PO). 

 Dari hasil investigasi, Ombudsman tidak pernah melakukan pengukuran 

terhadap pelaksanaan kegiatan kinerja pegawai yang ada di Dinas Sosial karena 

itu masih ranah internal sehingga Ombudsman hanya memberi saran dan tetap 

mempertegas bahwa sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik dapat 

menterjemahkan berdasarkan regulasi yang ada. Dengan melihat perbandingan 

proses penetapan standar pelaksanaan dengan terkait kasus, proses penetapan 

standar pelaksanaan pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
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Sumatera Utara dapat dikatakan efektif. Penetapan Standar yang ada di Dinas 

Sosial Kota Medan sudah di atur berdasarkan SOP didalamnya terdapat proses 

pendaftaran dan perubahan data peserta, manfaat penjamin pelayanan kesehatan, 

fasilitas kesehatan dan prosedur penjamin pelayanan kesehatan. 

b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Proses penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa Standar 

Operasional Prosedur ( SOP ) yang diharapkan dapat mempermudah untuk 

mengukur kinerja asisten yang ada di Ombudsman sejauh mana dapat menerapkan 

perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan dalam standarnya yaitu Undang - 

Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 

sehingga dapat mencapai tujuan secara optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Medan, Ombudsman 

perwakilan dalam menjalankan tugas dan kewenangnya selalu berpedoman pada 

Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan secara 

tepat untuk pengukuran pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam 

menyelesaikan kasus terkait tindakan maladministrasi, adanya pengukuran 

pelaksanaan kegiatan sebelum melakukan tindakan pengawasan, meskipun 

dalammelakukan pengawasan, Ombudsman masih tetap di nilai oleh tim penjamin 

mutu dari pusat untuk meninjau kembali dan mengetahui apakah dalam 

menjalankan kewenangan atau menindak lanjutin laporan sesuai dengan SOP.  
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Berdasarkan hasil laporan yang dikeluhkan masyarakat di Ombudsman 

terkait permasalahan PBI ( Penerima Bantuan Iuran ) BPJS Kesehatan 

membenarkan bahwa pihak dari Dinas Sosial sudah menyadari dan berusaha 

untuk memperbaiki adanya masalah tersebut. Berikut kegiatan maladministrasi 

yang dilaporkan masyarakat ke pihak Ombudsman. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0.2:  Laporan Berdasarkan Dugaan Maladministrasi 

Sedangkan bentuk pengawasan yang dilakukan Ombudsman bisa dengan 

inisiatif dengan bentuk monitoring, survey kepatuhan, ataupun berbasis laporan 

pengaduan. Dalam melakukan pengawasan langsung yang dilakukan perwakilan 

ke Dinas Sosialsudah ada, tetapi ada bentuk komunikasi yang dilakukan terhadap 

Dinas Sosial seperti bidang informasi dan pengaduan yang ada di Dinas Sosial. 

Pengawasan dilakukan Ombudsman terhadap Dinas Sosial dilakukan apabila ada 

pengaduan terkait Penerima Bantuan Iuran BPJS masuk ke Ombudsman hal ini 
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sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang - 

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. 

 

c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu: a. 

Pengamatan (observasi) yakni melakukan pengamatan terhadap objek yang 

dijadikan bahan pekerjaan. b. Laporan-laporan lisan tertulis yakni membuat 

laporan yang didapat dari hasil pengamatan terhadap objek, untuk dijadikan bahan 

langkah yang akan dilakukan selanjutnya. c. Metode-metode otomatis yakni 

melaksanakan pengukuran dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. d. 

Inspeksi pengujian ( test ) atau dengan mengambil sampel yakni melakukan 

pengujian terhadap objek yang telah didapat dan proses apakah objek tersebut 

layak atau tidak, bahkan diperlukan sampel untuk percobaannya itu untuk 

menguatkan hasil. 

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia PerwakilanSumatera Utara dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Medan, dapat dilihat melalui 

kegiatan observasi yang dilakukan Ombudsman ke Dinas Sosial, observasi yang 

dilakukan ini merupakan kegiatan dari pusat yang dilimpahkan ke Ombudsman 

perwakilan. Setelah dilakukan Observasi dilapangan terkait dengan PBI BPJS, 

maka asisten penanggungjawab laporan melakukan penyusunan Laporan Akhir 

Hasil Pemeriksaan (LAHP), di dalam LAHP nanti dilihat apakah ditemukan 

tindakan maladministrasi atau tidak, apabila tidak ditemukan tindakan 
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maladministrasi maka LAHP itu diberikan kepada pelapor di tembuskan kepada 

pihak yang dilaporkan. Berikut cara penyampaian laporan untuk pelapor yang 

ingin melaporkan adanya maladministrasi. 

 

 

 

 

Gambar 0.3: Cara Menyampaikan Laporan 

Apabila ditemukan maladministrasi maka LAHP itu disampaikan kepada 

pihak yang dilaporkan dalam hal ini PBI BPJS kemudian disampaikan tindak 

lanjutnya kepada pelapor bahwa Ombudsman telah mengeluarkan Laporan Akhir 

Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan telah ditemukan maladministrasi, Selanjutnya, 

pengaduan secara lisan dan tertulis yang dilaporkan ke Ombudsman terkait kasus 

PBI BPJS. Dalam melakukan pengawasan pengaduan terkait PBI BPJS itu bisa 

dilakukan pengawasan berkali-kali tidak terikat waktu serta dapat dipantau atau di 

monitoring lewat media.Berikut jumlah pelapor yang melaporkan adanya 

maladministrasi kepada ombudsman. 
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Gambar 0.4: Data laporan tahun 2014-2019 

 Ombudsman dalam menyelesaikan kasus di Dinas Sosial mempunyai 

hambatan seperti instansi penyelenggara tidak komporatif misalnya ketika 

Ombudsman meminta keterangan dengan cara memanggil pihak yang dipanggil 

tidak datang dan yang paling utama adalah komitmen penyelenggara atau 

pelaksana pelayanan publik serta adanya regulasi Dinas Sosial yang selalu 

berubah - ubah. 

d. Pengambilan Tindakan Koreksi 

Jika laporan pengaduan yang masuk di Ombudsman teridentifikasi dalam 

bentuk tindakan maladministrasi maka Ombudsman berhak mengambil tindakan 

koreksi. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Kantor 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam melakukan 

pengawasan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Medan, apabila laporan yang 

diterima terbukti tindakan maladministrasi maka dilakukan tindak lanjut berupa 

tindakan koreksi, penyimpangan-penyimpangan yang ada itu dituangkan dalam 

bentuk tindakan korektif, penyimpangan yang terbukti tersebeut selama 
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pemeriksaan itu nanti menjadi bagian yang dikoreksi dalam tindakan korektif 

yang tertuang di Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP).  

Tindakan korektif ini menjadi langkah pertama yang dilakukan 

Ombudsman dalam menindaklanjuti kasus terkait BPJS. Dengan mengeluarkan 

tindakan korektif Ombudsman berhak memberi saran perbaikan sesuai dengan apa 

yang dilanggar berdasarkan kewenangan ombudsman, jika maladministrasinya itu 

terletak pada person, maka tindakan koreksi ini ditujukan kepada atasannya agar 

disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan, apabila tindakan korektif berupa 

saran perbaikan tidak dilaksanakan maka akan melangkah di tahap akhir yaitu 

tahap rekomendasi. Dengan adanya laporan yang dikeluhkan masyarakat di 

Ombudsman, BPJS Kesehatan akan melakukan kerja sama dengan Ombudsman 

untuk mengetahui dan mengupdate laporan yang di keluhkan masyarakat. 

Terdapat faktor penunjang dan faktor penghambat Ombudsman dalam 

melakukan pengawasan terkait pelayanan publik. Faktor penunjang yang 

dimaksud yaitu Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) harus di tambah dan 

anggaran perlu ditingkatkan dan penambahan kendaraan dinas yang lebih karena 

Ombudsman mencakup provinsi dan laporan tersebar luas. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu komunikasi yang tidak jalan dengan baik dari bawahan ke 

atasan dan sebaliknya oleh instansi terlapor sehingga laporan lambat terselesaikan 

dan tidak adanya koordinasi atau itikad baik untuk membantu menyelesaikan 

laporan dari terlapor. 

Dampak yang dihasilkan dari pengawasan pelayan publik yang dilakukan 

Ombudsman di Dinas Sosial. Ada beberapa dampak positif yang dihasilkan salah 
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satunya yaitu Dinas Sosial lebih memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Kedua Dinas Sosial menjadi lebih berhati – hari dalam memberikan 

pelayanan, karena harus sesuai dengan standard pelayanan publik. Ketiga, 

berkurangnya laporan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas 

Sosial. 

Berdasarkan pendapat Wahab (2008:65), implementasi merupakan 

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 

yakni kejadian - kejadian dan kegiatan - kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha - 

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pembahasan yang telah dipaparkan 

maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi dengan baik. Ombudsman 

telah melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan wewenang Ombudsman 

yang tertera pada Undang – Undang. 

 

4.3.2 Adanya Kerjasama Antara Ombudsman dan Dinas Sosial 

 Komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyampaian informasi 

kepada agen - agen pelaksana kebijakan, baik itu mengenai apa yang menjadi 

tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan yang dikerjakan. Komunikasi mengenai 

tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus dilakukan konsisten dan seragam 

dari berbagai sumber informasi. Komunikasi dalam hal ini juga berkaitan dengan 
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mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dari 

program tersebut. 

 Dengan komunikasi yang baik antar organisasi terkait implementasi 

program maka para implementor akan mengerti apa yang harus dilakukan, seperti 

apa yang menjadi tugas-tugas implementor tersebut. Komunikasi juga sanagt 

penting dilakukan agar pemahaman dari setiap implementor sama mengenai apa 

yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah program. 

Kerjasama dan koordinasi lembaga yang menangani Kebijakan Kartu 

Indonesia Pintar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur undang - undang 

yang telah ditetapkan. Sehingga, dengan adanya Kerjasama dan koordinasi antar 

lembaga ini semakin mempercepat atau memangkas waktu pelaksanaan karena 

setiap lembaga saling mengerjakan menjalankan tugas dan fungsinya masing – 

masing.  

Berkaitan dengan pengawasan pelayanan yang diberikan Dinas Sosial, 

salah satu pelayanan yang diberikan Dinas Sosial yaitu adanya Penerima Bantuan 

Iuran BPJS Kesehatan, untuk menjalankan kevalidan data maka Dinas Sosial 

berpedoman pada data sensus penduduk miskin pada tahun 2010. Apabila, data 

yang sudah terverifikasi dari hasil sensus penduduk miskin akan dikirimkan ke 

Pemerintah Kota Medan. Yang menentukan masyarakat berhak mendapatkan 

Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan adalah Pemerintah Kota medan.  

Untuk membantu meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial, diperlukan 

adanya patisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap 

pelayanan.Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan 
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adalah dengan mengajak masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terhadap 

pelayanan yang Dinas Sosial berikan.Dinas Sosial juga harus merespon dan 

menindak lanjuti kritik dan saran masyarakat. 

Berdasarkan pendapat Metter dan Horn (1975:447), Implementasi adalah 

tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat - 

pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

Pembahasan yang telah dipaparkan maka kebijakan yang telah diangkat telah 

terimplementasi cukup baik. Dinas Sosial memberikan respon terhadap undangan 

Ombudsman untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan untuk menyelesaikan 

laporan. Namun, adanya beberapa pihak dari Dinas Sosial Kota Medan tidak 

menyadari adanya kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Sumatera Utara. 

 

4.3.3 Adanya Sumberdaya Manusia Yang Kompeten 

Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari 

daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang.Yang melakukan serta 

sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan 

lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah 

keinginan dalam memenuhi keinginannya. SDM meliputi daya pikir serta daya 

fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan 

pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM 
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atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan. 

Meskipun peralatan yang ada cukup canggih, tanpa adanya SDM 

berkualitas hal tersebut tidak akan berarti apa - apa. Sebab Daya Pikir merupakan 

modal dasar yang dibawa sejak lahir sedangkan keahlian dapat diperoleh dari 

usaha ( belajar dan pelatihan ). Kecerdasan seseorang dapat diukur dari tingkat 

Intellegence Quotient (IQ) dan Emotional Quality (EQ). Untuk kompeten 

merupakan karakteristik yang mendasari   seseorang  dan berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Secara umum, kompetensi adalah 

sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal dan pengetahuan 

(knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat 

diamati, diukur dan dievaluasi. 

Keterlibatan publik dalam  mengawasi pelayanan di Dinas Sosial 

tercantum dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar 

Pelayanan. Bahwasannya masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan standard 

pelayanan, memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki 

pelayanan, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standard 

pelayanan, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standard 

pelayanan dan memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman. 

Untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

pelayanan di Dinas Sosial maka diperlukan sosialisasi tentang pelayan publik 

yang dilakukan Ombudsman.Dan Ombudsman telah membentuk kelompok yang 

dinamakan dengan KEDAN Ombudsman, kelompok tersebut dibentuk untuk 
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membantu Ombudsman dalam mengawasi pelayanan, dimana kelompok tersebut 

di bekalin wawasan tentang pelayanan publik. 

Dalam memperdaya laporan masyarakat yang dilakukan Ombudsman 

melalui beberapa tahap, yaitu : 

a. Meminta keterangan secara lisan dan tertulis dari pelapor, terlapor, 

atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan 

kepada Ombudsman. 

b. Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada 

pada pelapor ataupun terlapor untuk menadapatkan kebenaran 

suatu laporan. 

c. Meminta klarifikasi dan salinan atau fotocopy dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor. 

d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 

yang terkait dengan laporan. 

e. Meneyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas 

permintaan para pihak. 

f. Membuat laporan hasil akhir pemeriksaan ( LHAP ) mengenai 

penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar 

ganti rugi dan rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. 

g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, 

kesimpulan, dan rekomendasi. 
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Apabila laporan tersebut sudah memenuhi tahap-tahapan diatas maka 

Ombudsman dapat memperdaya laporan masyarakat. Hal tersebut tentu dapat 

membuat Ombudsman menindak lanjuti laporan karena, Ombudsman memiliki 

dokumen yang ditabulasikan secara lengkap. 

Berdasarkan Mulyadi (2015:120), implementansi adalah proses pelaksanaan 

keputusan dasar dalam kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan 

keputusan. Pembahasan yang telah dipaparkan maka kebijakan yang diangkat 

telah terimplementasi cukup baik. Obudsman sudah berupaya dalam 

meningkatkan partisiapasi masyarakat dengan sosialisasi dan membuka kelas 

pelayanan publik namun, dari upaya tersebut masih ada masyarakat yang tidak 

mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman. 

 

4.3.4 Adanya Sistem dan Prosedur Dalam Pengawasan Pelayanan publik 

Pendekatan sistem mempunyai banyak manfaat dalam memahami 

lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu yang dipandang 

dari sudut pandang sistem, yang berusaha menemukan struktur unsur membentuk 

sistem tersebut dan diidentifikasi proses bekerjanya setiap unsur yang 

berbentusistem. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar 

segalasesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan 

menjadi pedoman bagisuatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang 

harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Berikut mekanisme 

penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat terkait maladministrasi. 
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Gambar 0.5: Mekanisme penyelesaian laporan 

Sistem dan prosedur yang digunakan Ombudsman untuk pengawasan 

pelayanan publik di Dinas Sosial sesuai yang tercantum pada Undang – Undang 

Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia, adapun sistem 

sebagai berikut : 

a. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik artinya meminta keterangan 

secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang 

terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. 

b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan artinya memeriksa 

keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 

laporan. 

c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman artinya bila laporan yang masuk masih 

mencakup ruang lingkup kewenangan Ombudsman makan laporan 

akan di tindak lanjuti. 
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d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik artinya 

meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari 

instansi terlapor 

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 

perseorangan artinya melakukan pemanggilan terhadap pelapor, 

terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan. 

f. Membangun jaringan kerja artinya menyelesaikan laporan melalui 

mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. 

g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik artinya membuat Rekomendasi 

mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk 

membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang 

dirugikan. Rekomendasi penyelesaian laporan hanya digunakan 

Ombudsman Republik Indonesia dan yang digunakan Ombudsman 

Perwakilan adalah laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP). 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang artinya 

mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi atau 

laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) demi kepentingan umum. 
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Yang  dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera 

Utara agar publik mengetahui sistem dan prosedur pengawasan pelayanan  publik 

yaitu, yang pertama dilakukan Ombudsman dengan melakukan sosialisasi – 

sosialisasi terbuka untuk umum atau melakukan kuliah umum dan mengupulkan 

semua tokoh - tokoh penting daerah dan memberitahu sistem dan prosedur. 

Kedua, dengan cara membuka kelas pelayananan publik yang bertujuan agar 

publik lebih mengetahui sistem dan prosedur pengawasan, untuk mengikuti kelas 

tersebut maka harus melalui penyeleksian dengan mengikuti tes. 

Setelah mengikuti kelas pelayanan maka masyarakat yang mengikuti tentu 

mengetahui sistem dan prosedur yang berguna untuk membantu Ommbudsman 

dakan pengawasan pelayanan publik secara sukarela. Yang ketiga, memberitahu 

sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik yang dilakuakan Ombudsman 

kepada masyarakat yang melaporkan dugaan maladministrasi agar masyarakat 

memahami dan mengetahuinya, hal serupa juga dilakukan Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Sumatera Utara kepada instansi – instasi terlapor. 

Sampai saat ini, pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan yang 

dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara sudah 

sesuai dengan yang ditetapkan  dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombusdman Republik Indonesia. Itu dibuktikan dengan dokumen – 

dokumen laporan yang telah terselesaikan dan tidak adanya kritik dari pihak 

pelapor dan terlapor. 

Untuk melakukan sistem dan prosedur agar berjalan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan, maka Ombudsman tetap melakukannya dengan sesuai standard 
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operasional prosedur yang dimiliki Ombudsman dan tetap perpedoman pada 

sistem dan prosedur yang ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 

2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Itula upaya yang dilakukan 

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, sehingga sampai saat ini pelaksanaan 

sistem dan prosedur pengawasan pelayanan publik  yang dilakukan oleh 

Ombudsman sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat Nurdin (2002:70), implementasi adalah bermuara 

pada mekanisme suatu sistem  yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.. 

Pembahasan yang telah dipaparkan maka kebijakan yang diangkat telah 

terimplementasi baik. Ombudsman telah melakukan sistem dan prosedur 

pengawasan sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga pihak pelapor dan 

terlapor tidak memberikan keluhan terhadap pelaksanaan yang dilakukan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa dalam Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik yang 

dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota 

Medan sudah terimplementasi cukup baik. Hal ini dikarenakan berkurangnya 

laporan masyarakat terhadap Dinas Sosial Kota Medan. Akan tetapi, belum 

maksimalnya kerjasama yang dilakukan dan sumberdaya manusia dalam 

peningkatan partisipsi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan 

maladministrasi karena masyarakat masih ada yang belum mengetahui tugas dan 

fungsi Ombudsman. 

Namun, tindakan - tindakan Ombudsman dan Dinas Sosial dalam 

Menangani Kebijakan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan telah 

didelegasikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing - masing Bidang. 

Dari aspek pelaksanaan pengawasan pelayanan Ombudsman menerima laporan 

masyarakat sesuai dengan kewenangan, kerjasama yang dilakukan antar lembaga, 

serta sistem dan prosedur yang dilakukan sesuai dengan Undang – Undang. 

Pengaruh pelaksanaan yang didapatkan masyarakat dan seluruh perangkat 

daerah di Pemerintah Kota  belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum 

sepenuhnya masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman. Sementara 
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Ombudsman sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan 

dugaan maladministrasi  untuk menjalankan tugas dan fungsi Ombudsman. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka 

penulis memberikan saran dalam Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik 

Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan Antara 

lain: 

1. Untuk Pemerintah Kota Medan, Perlu memberikan Kepada Seluuh 

Implementator agar memahami dan mengetahui jelas apa yang 

menjadi standar dan sasaran dari program tersebut sehingga dapat 

melaksanakan program ini sesuai dengan hal tersebut. 

2. Untuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, 

perlu dikomunikasikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan yang 

telah diatur. Dan untuk komunikasi ke masyarakat sebagai sasarannya 

juga perlu diperbanyak lagi dan diperluas lagi sosialisasinya. 

3. Dinas Sosial Kota Medan, untuk lebih memahami apa yang menjadi 

fungsi dan peran dari masing - masing instansi terkait dengan 

pelaksanaan program ini. Dan supaya adanya kejelasan yang diterima 

masyarakat. 

4. Untuk Masyarakat, agar mengetahui dan memahami dengan baik 

funsi serta prosedur pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran BPJS 

Kesehatan, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalahan dalam 
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mencari informasi terkait bantuan.  

5. Perlu Dilakukan Penelitian Yang lebih mendalam terkait kebijakan 

Implementasi Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman 

Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. 
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